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EKHA ASTRIANI (B111 11 398), dengan judul skripsi “TINJAUAN 
YURIDIS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP UNTUK TINDAK 
PIDANA KORUPSI TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN”, dibawah 
bimbingan Bapak H.M Said Karim  sebagai  pembimbing I dan bapak 
Amir Ilyas sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang 
korupsi dan proses peradilan kasus korupsi di Indonesia khususnya di 
kota Makassar, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
normative dan bersifat analisis deskriptif kualitatif terhadap permasalahan 
yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa factor-
faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam suatu putusan 
yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi. Kedudukan pidana penjara 
seumur hidup dalam system hukum pidana nasional masih dipandang 
relevan sebagai sarana penaggulangan kejahatan, hal tersebut Nampak 
dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur 
hidup.  
 Penaggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 
merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. 
Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, 
yang menyatakan bahsa pidana merupakan penanggulangan dari 
kebiadaban kita di masa lalu (Vestige of our savage past) yang 
seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian 
dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam 
seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, 
ditenggelamkan ke laut, atau di penggal leher dengan pedang. Kritik ini 
berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin 
diganti dengan tindakan (treatment-maatregelen), atau yang dikenal 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam system hukum 
pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penaggulangan 
kejahatan, hal tersebut Nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang 
diancam dengan pidana seumur hidup.  
Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana 
merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. 
Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, 
yang menyatakan bahsa pidana merupakan penanggulangan dari 
kebiadaban kita di masa lalu (Vestige of Our Savage Past) yang 
seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian 
dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam 
seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, 
ditenggelamkan ke laut, atau di penggal leher dengan pedang. Kritik ini 
berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin 
diganti dengan tindakan (treatment-maatregelen), atau yang dikenal 
dengan “Abolisionist Movement” 
Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument 
penanggulangan kejahatan, kenyataannya pidana tetap digunakan 
sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai Negara 
dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencamtumannya dalam kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Lebih lanjut dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan 
pidana seumur hidup dalam system hukum pidana nasional pada 
hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang 
bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk 
memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi 
sosial. Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat 
eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat 
eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau 
mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak 
pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan 
masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian ini pun 
hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau 
merugikan masyarakat” itu pun merupakan keriteria yang cukup sulit. 
Disamping karena criteria itu dapat bersifat relatife juga, karena pada 
hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan 
atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran “relatifitas”, bahwa 
tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan 
masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai 
kesalahan absolute atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau 
memperbaiki dirinya sendiri, maka akan dirasakan lebih aman bila tidak 
menggunakan pidana penjara seumur hidup yang di dalamnya 
mengandung unsure “absolute” dan “definite”.  
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Pada Umumnya, perkembangan masyarakat yang demikian pesat 
tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum, karenanya dibutuhkan 
perubahan perundang-undangan yang sesuai. Selanjutnya perkembangan 
masyarakat yang ditandai dengan hadirnya berbagai tekhnologi modern 
tersebut nyatanya selalu diikuti oleh perkembangan kejahatan (crimes 
follows the societies), karena itulah mengantisipasi hal tersebut maka 
dalam perundang-undangan hadirlah undang-undang (pidana) khusus. 
Tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan masyarakat yang 
demikian pesat itupun harus diikuti oleh perkembangan di bidang hukum 
sehingga muncul berbagai perundang-undangan termasuk perundang-
undangan tentang tindak pidana korupsi yang diancam pidana seumur 
hidup. 
Adapun tindak pidana korupsi yang diancam seumur hidup dalam 
undang-undang tersebut dapa dilihat dalam UU No.31 Tahun 1999 
tentang tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup adalah tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (3), (15), dan (16). 
Rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut adalah: 
a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu 
korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara. (Pasal 2(1)). 
b. Setiap orang yang dengan tujuan yang menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan 




 Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No.31 tahun 1999 
juga ditegaskan, percobaan, pembantuan atau pemufakatan untuk 
melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3). Dengan 
demikian, percobaan, pembantuan dan pemufakatan untuk melakukan 
tindak pidana korupsi merupakan delik tersendiri yang ancamannya sama 
dengan tindak pidana korupsi, dalam hal ini baik dilakukan di wilayah 
Indonesia maupun di luar Indonesia (Pasal 16). 
 Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman pidana seumur 
hidup menimbulkan efek jera (deterrent effect), dimana efek jera pidana 
seumur hidup tersebut merupakan factor penting dalam menyebabkan 
orang menggurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. 
 Dari uraian tersebut penyusun tertarik untuk membahas masalah 
menyangkut hukum pidana dengan mengangkat judul skripsi: tinjauan 
Yuridis Signifikasi Pidana Seumur Hidup Untuk Tindak Pidana Korupsi 
Terhadap Tujuan Pemidanaan. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan pidana materil pada putusan Nomor 
77/PUU-XII/2014 ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pidana penjara 
seumur hidup ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah di atas, 
maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, 
adalah sebagai berikut :  
1. Untuk Memberikan pemabahaman lebih mengenai tindak 
pidana korupsi dan tujuan pemidanaan itu sendiri. 
2. Untuk mengetahui efektifitas pidana seumur hidup kepada 
terpidana kasus korupsi terhdadap tujuan pemidanaan itu 
sendiri. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis, pembuatan proposal ini untuk memberikan 
sumbangan pemikiran Ilmu hukum, khususnya hukum pidana 
2. Secara Praktik, diharapkan dapat memberi wawasan ilmu 
hukum kepada pembaca menyangkut signifikasi pidana seumur 







2.1 Hukum Di Indonesia 
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum 
Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang 
dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, 
khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang 
merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda 
(Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat 
Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih 
banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain 
itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam 
perundang-undangan atau yurisprudensi,yang merupakan penerusan dari 
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di 
wilayah nusantara. 
2.1.1  Sejarah Pemidanaan 
 Sistem pemidanaan telah ada di dunia sudah cukup lama. Sejarah 
pemidaanan yang dulu, pernah diterapkan kepada pelaku kejahatan 
memiliki jenis- jenis sanksi pidana dan tata cara untuk pelaksanaan yang 
dapat dilihat berdasarlan lintasan sejarah panjang peradaban dari abad-ke 
abad Pertama, Pidana diartikan sebagai membuang/ menyingkirkan/ 
melumpuhkan (Abad ke-19), bentuk pidana menyingkirkan/melumpuhkan 
dimaksudkan agar penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat, 
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penyingkiran dilakukan dengan beberapa cara misalnya membuang atau 
mengirim penjahat itu keseberang lautan. Dalam hal ini juga berlaku 
dalam adat minangkabau, sanksi pidana ada dalam bentuk menyingkirkan 
yaitu membuang sepanjang adat.Di Indonesia terutama pada zaman 
hindia belanda dulu pidana pembuangan ini banyak juga dilakukan 
terhadap orang–orang politik. 
 Kedua, Sistem pemidanaan kerja paksa (Abad ke-17), misalnya 
kerja paksa mendayung sampan, cara-cara kerja paksa itu lama kelamaan 
menjadi hilang setelah kapal meningggalkan layar.Di Hindia Belanda kerja 
paksa sebagai bentuk pidana pernah juga dilakukan terutama dalam 
pembuatan jalan raya dan membuat lubang.Walaupun pidana penjara 
yang dikenal sejak berabad-abad sebagai “Bui” bagi lawan-lawan politik 
penguasa namun baru menjadi sesuatu yang bersifat umum sebagai 
pengganti pidana mati, pembuangan dan pengasingan. 
 Ketiga, Pidana mati (Abad ke-16), cara-cara pelaksanaan pidana 
mati pada abad 16.ini adalah dibakar atau dibelah dengan ditarik kereta 
kearah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, 
ditenggelamkan dilaut atau dijantungnya dicopot serta dirajam sampai 
mati. Lama kelamaan tata cara pemidanaan mati itu dilakukan dengan 
memberikan perhatian terhadap perkemanusiaan sehingga akhirnya 
pemidanaan mati digantikan dengan cara dipancung, penggantungan 




 Demikian halnya yang dikemukakan Soesilo, jenis-jenis 
pemidanaan yang yang diklasifikasi berdasarkan konteks sejara hukum 
pemidanaan di indonesia antara lain: dibakar hidup terikat pada satu tiang, 
dimatikan dengan menggunakan suatu keris, dibakar, dipuku, dipukul 
dengan rante, ditahan dalam penjara, kerja paksa dalam pekerjaan-
pekerjaan umum. Sifat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 Dewasa ini para perencana mengalami kesulitan untuk 
merencanakan Suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat 
nasional karena ada ikut campurnya Belgia yang berkepentingan agar 
KUHP yang akan diberlakukan di negeri Belanda itu jangan sampai mirip 
dengan Crimmineel Wetboek yang pernah dimiliki oleh negara Belanda 
tahun 1809 dan jangan sampai pula mengikuti Code Penal yang pernah 
berlaku di negeri Belanda oleh pihak Perancis sejak tahun 1811 yaitu 
sejak kerajaan Holland disatukan dengan negara Perancis. 
 Rencana Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibuat pada 
Tahun 1815 akhirnya tidak berhasil menjadi satu Undang-undang karena 
adanya keberatan dari pihak Belgia dengan alasan bahwa rancangan 
undang-undang tersebut telah dibuat berdasarkan Crimineel Wetbboek 
Voor Het Koninkrijk Holand Tahun 1809. 
 Kemudian Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang telah 
dibuat pada Tahun 1827 kembali telah tidak berhasil menjadi satu 
Undang-undang karena daya keberatan dari pihak Belgia dengan alasan 
bahwa rancangan undang-undang tersebut telah dibuat berdasarkan 
Code Penal Perancis hingga pada akhirnya suatu rencana undang-
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undang hukum pidana yang baru telah berhasilmejadi suatu undang-
undang yang melahirkan KUHP yang dewas ini berlaku di indonesia. 
 Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang dicantumkan di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, 
pembentuk KUHP telah melakukanpembatasan-pembatasan sejauh yang 
ia dapat lakukan dengan memilihsustu susunan pidana yang dianggap 
sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga mendatangkan 
beberapa keuntungan. 
 Mengenai kesederhanaan dari sebuah pidana-pidana yang telah 
dipilih oleh pembentuk undang-undang itu.Di dalam memmorie van 
toelichting, dikemukakan kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya 
membawa keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Karena makin 
sedikit pidana-pidana yang ada akan semakin mudah orang membuat 
perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat 
membuat perbandingan seperti itu orang tidak akan dapat menjatuhkan 
pidana secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan. 
 Demikian halnya van Bammelen mengemukakan kesederhanaan 
yang menjadi acuan dalam kodifikasi KUHP tersebut, makin sedkit pidana-
pidana yang ada akan makin mudah bagi orang-orang untuk mebuat 
perbandingan antara pidana-pidana tersebut, dan demikian dikatakan 
dimemmorievan toelichting, tanpa dapat membuat perbandingan seperti 
itu, adalah tidak mungkin bagi orang untuk menjatuhkan pidana secara 
tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, 
akan tetapi perlu juga diingat bahwa pembentuk undang-undang telah 
tidak memperhitungkan sama sekali mengenai adanya penyebab-
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penyebab baik yang terdapat di dalam masyarakat mapupun yang 
terdapat di dalam diri orangnya itu sendiri yang dapat menimbulkan 
kejahatan-kejahatan yang berbeda-beda. 
 Dengan demikian, KUHP yang masih berlaku sekarang 
ini.Walaupun telah dilakukan rancangan terhadap KUHP nasional itu. 
Setidaknya dapat diintrodusir beberapa jenis pidana sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yakniPertama, pidana Pokok: pidana 
mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.Kedua, Pidana 
Tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu, pengumuman putusan hakim. 
 Dari uraian tersebut.Berdasarkan pembagian jenis pemidanaan 
dalam KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa perbedaan antara 
pidana pokok dan pidana tambahan.Pertama, pidana tambahan hanya 
dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan 
barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada 
pemerintah. (pidana tambahan ini ditmbahkan bukan kepada pidana 
pokok melainkan pada tindakan).Kedua, pidana tmbahan tidak 
mempunyai keharusan sebagaimana halanya pidana pokok, sehingga 
sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (bisa dijatuhkan maupun 
tidak).Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut 
dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP dimana sifatnya 
menjadi keharusan.Ketiga, Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu 
tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 




2.1.2 Pengertian Pidana 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan 
nya kepada pelaku.Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam 
pengertian hukum pidana materiil.Dalam pengertian yang lengkap 
dinyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan 
tentang berikut ini.(Satochid Kartanegara, tanpa tahun:1) 
a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare 
feiten) misalnya: 
1) Mengambil barang milik orang lain; 
2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 
b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: 
mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana. 
c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang. Atau juga disebut hukum penetentiair. 
 
Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap 
hukum pidana, misalnya Moeljatno. Dapat dikemukakan di sini bahwa 
hukum pidana adalah sebagai berikut. (Moeljatno, 1977:23) 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Apabila ditelaah maka rumusan pada nomor 3 tersebut menunjuk 
pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim disebut hukum acara 
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pidana.Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur oleh 
KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Namun, 
adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan 
formal yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebut 
perundang-undangan pidana khusus, misalnya berikut ini: 
a. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955, Lembaran Negara 1955 
Nomor 27 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi. 
b. Undang-undang Nomor II/PnPs/1963. Lembaran Negara 1963 
Nomor23, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. 
c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
Selain tiga undang-undang tersebut, penting dikemukakan pendapat 
seorang pakar hukum yang memperluas pengertian perundang-undangan 
pidana khusus yaitu: perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP 
ini) yang dibagi menjadi berikut: (Andi Hamzah, 1988:5) 
a. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, subversi, 
korupsi, imigrasi, dan la in-fain. 
b. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana 
(seperti yang dimaksud Scholten dengan pidana pemerintahan) 
misalnya undang-undang tenaga kerja, atom, arsip, koperasi, 
agraria, narkotika, dan tera. 
 
Berkaitan dengan hal-hal di atas dalam praktek berkembang pula 
istilah tindak pidana umum (pidum) dan tindak pidana khusus 
(pidsus).Tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan tindak pidana 
khusus diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana subversi, tindak 
pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.Adanya pembagian tindak 
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pidana umum dan tindak pidana khusus itu membawa konsekuensi pada 
kewenangan melakukan penyidikan.Terhadap tindak pidana umum, 
mutlak penyidik yang mempunyai kewenangan. Namunterhadap tindak 
pidana khusus, selain Penyidik Polri ada pihak-pihak lain, misalnya Jaksa 
yang dapat pula melakukan penyidikan. 
Penyidikan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan 
pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian, secara jelas terdapat beberapa 
pejabat yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu Penyidik (Polri), 
Jaksa, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan Perwira TNI Angkatan 
Laut. 
 Kekhususan atau penyimpangan hukum pidana khusus terhadap 
hukum pidana umum secara mendalam dapat disimak pada masing-
masing perundangan yang mengaturnya. Masing-masing undang-undang 
mempunyai kekhususan tersendiri sesuai dengan rumusan , deliknya 
tetapi ada hal-hal yang sama misalnya peradilan in absentia (vide undang-
undang tindak pidana ekonomi, subversi, dan korupsi). 
2.1.3 Teori Dan Tujuan Pemidanaan 
1. Teori pemidanaan 
Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, 
yakni ; 
1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (Vergfalden) atau teori 
Absolut (Vergeldingstheorieen). 
Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 
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melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana 
mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan 
tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. 
2. Teori Relatieve (Nisbi) atau teori Tujuan (Doeltheorieen) 
Teori tujuan membenarkan pemidanaan (rechtsvaardigen), 
pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya 
kejahatan (ne peccetur). Dengan adanya ancaman pidana 
dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang 
bersangkutan atau untuk prevensi umum. 
3. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). 
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara 
teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori 
tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai 
kelemahan. 
4. Teori Negatif (Negativime). 
Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, 
bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan 
dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk 
mempidana pada mahluk-mahluknya. 
George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu 
penjelasan yang yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada 
suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang 
penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka 
mencari jawaban akademis. 
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Teori Tujuan pemidanaan dalam leteratur disebutkan berbeda-
beda namun secara subtansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan 
tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam 
mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu: 
1) Teori Retributif (absolute) 
2) Teori Relatif (Teori Tujuan) 
3) Teori integrative (gabungan ) 
2. Tujuan Pemidanaan 
Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan 
konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 
berbeda satu sama lain, yakni : 
1. Pandangan Retributif (Retributive View) 
Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai 
ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan 
oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat 
pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan 
yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnyamasing-
masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang 
(backward-looking). 
2. Pandangan utilitarian (utilitarian view). 
Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat 
atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau 




Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap 
atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga 
dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan 
perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan 
(forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan 
(detterence). 
Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi 
(retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa 
pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka 
mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang 
tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan 
kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. 
 
2.2 Teori Pemidanaan Seumur Hidup 
Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.Setiap 
kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.Dasar 
pembenaran pidana terdapat di dalam kategorischen imperatif, yakni yang 
menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus 
dibalas.Pembalasan merupakan suatu keharusan menurut keadilan dan 
menurut hukum.Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum 
tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau 
setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu 
harus dikesampingkan.Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah 
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untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan menjerakan 
penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk 
memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi 
perbuatannya. 
 Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana seumur hidup 
selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati dan selalu 
dialternatifkan dengan pidana penjara selama - lamanya dua puluh 
tahun.Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan 
pula dengan fungsi subsidair yaitu sebagai pengganti (alternatif) untuk 
delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati.Pidana seumur 
hidup merupakan jenis sanksi pidana yang dapat dipilih untuk 
penjatuhannya.Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana dalam KUHP yang 
diancam dengan pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang 
dikualifikasikan sebagai kejahatan (berat). 
 
2.2.1 Sejarah Pidana Seumur Hidup 
Dalam berbagai literatur hukum yang membahas tentang sejarah 
sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia akan nampak bahwa di 
Indonesia dahulu tidak dikenal jenis pidana penjara, termasuk pidana 
seumur hidup. 
 Sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang dapat 
ditelusuri dari Jaman Majapahit tidak mencatat adanya jenis pidana 
penjara dalam sistem pidana dan pemidanaannya. Pidana yang dikenal 
pada masa itu adalah (Slamet Muljana, 1967:20): 
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a. Pidana pokok: 
1) Pidana mati, 
2) Pidana potong anggota badan yang bersalah, 
3) Denda, 
4) Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa.  
b. Pidana tambahan: 
1) Tebusan, 
2) Penyitaan, 
3) Patibajampi (uang pembeli obat). 
 
Menurut Koesnoe, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika 
VOC (Verenigde Oostlndische Compagnie) memperkenalkan lembaga 
"buin” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia 
Belanda menjadi pidana penjara.(Barda Nawawi Arif, 1996:52). 
Keberadaan pidana penjara semakin eksis dalam sistem hukum 
pidana di Indonesia dengan adanya unifikasi WvS (Wetbook van 
Strafrechf)di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka 
secara resmi pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi 
salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di 
Indonesia. 
Berdasarkan pemaparan di atas terlihat, bahwa pidana penjara 
termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum barat, bukan 
produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat Indonesia.Dengan demikian, upaya 
melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup 





2.2.2 Pengertian Pidana Seumur Hidup 
Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di 
Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana 
penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara 
seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. 
 Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan 
orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bag! mereka 
yang telah melanggar(Lamintang, 1986:58). 
 Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP 
dinyatakan: 
a. Pidana penjara adalah seumur hidup dan selama waktu 
tertentu. 
b. Pidana selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari 
danpaling lama lima betas tahun berturut-turut. 
c. Pidana penjara untuk selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 
untuk dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang 
pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana 
seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu 
juga dalam hal batas lima betas tahun dapat dilampaui karena 
perbarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena 
yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127), 
d. Pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. 
 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa 
untuk pidana penjara selama waktu tertentu undang-undang/KUHP telah 
secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu 
maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari. 
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 Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang 
secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu antaranya, 
peraturan perundang-undangan (KUHP) tidak secara eksplisit 
memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. 
 Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam 
peraturan perundang-undangan (KUHP) seringkali menimbulkan 
kerancuan penafsiran dikalangan awam hukum, dimana istilah"seumur 
hidup" sering diartikan sebagai sama dengan umur (hidup) pelaku (tindak 
pidana) pada saat melakukan tindak pidana. 
 Namun demikian sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit 
memberikan penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doktrinal 
pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama 
hidup/sepanjang hidup. Pengertian seperti ini dapat dilihat dari pendapat 
Barda Nawawi Arief(1995:17) yang menyatakan: 
"Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, 
pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence)karena si 
terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of 
time), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya, (koesif 
dari penulis),...". 
 
Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Saleh (1987:62), 
orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan 
putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi 
kembali ke dalam masyarakat. 
 Bertolak dari uraian di atas terlihat, bahwa dalam hal pidana 
penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem indefinite, yaitu 
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sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (indefinite 
sentence).Sistem ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam 
Pasal perundang-undangan pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, 
dimana dalam setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan 
maksimum (khusus) pidana yang dapat dijatuhkan. 
 Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut 
sistem pidana yang ditentukan secara pasti (definite sentence),karena 
terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), 
yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya. 
 
2.3 Pidana Seumur Hidup Dalam UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia 
adalahNegara Hukum. Hal ini didasarkan pa da ketentuan Pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa “Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum”. 1 Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), Ini berarti 
Indonesia adalah negara hukum yan demokratis berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin 
semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hokum Indonesia 
bukanlah Negara yang berdasarkan kekuasaa belaka (machtstaat). 





 Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dibuatlah 
peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia 
yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Dalam KUHP dijelaskan mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa 
pelaku pidana dan hukuman terhadap suatu tindak pidana.  
 Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang 
dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancama pidana pada barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut.  
1. Defenisi Tindak Pidana Korupsi 
Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata korupsi, 
dimulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton, 
sebagai berikut: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 
absolutely. "Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang 
absolute cenderung korupsi absolute.(Dani Krisnawati dkk, 2006:31). 
 Ungkapan Lord Actontersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya 
empat tipe korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Piers Beirne dan 
James Messerschmidt, yang mana keempat macam atau tipe perbuatan 
korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu 
Political bribery, Political kickbacks, Election fraud, dan Corrupt campaign 
pracf/ces.(Dani Krisnawati dkk, 2006:31) 
Lebih lanjut Piers Beime dan James Messerschmidt menjelaskan 
mengenai empat tipe perbuatan korupsi tersebut. 
1) Political behberyadalah kekuasaan di bidang legislatif 
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sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara 
politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan 
karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum 
sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu 
yang bertindak sebagai penyandang dana. Di mana individu 
pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar 
anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada 
saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota 
parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan 
yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka". 
2) Political kickbacksadalah kegiatan korupsi yang berkaitan 
dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat 
pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang 
memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan 
banyak uang bag! kedua belah pihak". 
3) Political fraudadalah korupsi yang berkaitan langsung 
dengan kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan 
pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon 
penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga 
pelaksana pemilihan umum". 
4) Corrupt campaign practiceadalah korupsi yang berkaitan 
dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas 
negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh 
calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan."(Dani 
Krisnawati, 2006:32) 
  
Defenisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, 
bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan) 
sebagaimanadikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno (2005:17), 
korupsi didefmisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut: 
a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena 
adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, 
sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik 
yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 
Contoh: Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja As 
ing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada 
"calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, 
ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. 
Alasannya karena calo adalah orang yang bisa 
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memberikan pendapatan tambahan.Dalam kasus ini, sulit 
dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada 
peraturan yang dilanggar.Terlebih lagi apabila dalih 
memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon 
''tanda ucapan terima kasih", dan diserahkan setelah 
layanan diberikan. 
b. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan 
dan regulasi tertentu. 
Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa 
untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui 
proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya 
mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka 
proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin 
proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung 
atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak 
disalahkan oleh inspektur.Dicarilah pasal-pasal dalam 
peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan 
sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya 
pelaksanaan tender.Dari sekian banyak pasal, misalnya 
ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal 
"keadaan darurat" atau “force mayeur".Dalam pasal ini 
dikatakan bahwa "dalam keadaan darurat, prosedur 
pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat 
harus memperoleh izin dari pejabat yang 
berkompeten.Dari sinilah dimulainya illegal corruption, 
yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang 
keadaan darurat. Andaikata dalam pasal keadaan darurat 
tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi "termasuk ke 
dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada 
di luar kendali manusia", maka dengan serta-merta, 
pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu 
adalahsalah satu unsur yang berada di luar kendali 
manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek 
sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas 
dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta 
persetujuan kepada pejabat yang berkompeten. 
Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa 
dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana 
para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku.Bahkan dalam 
beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada 
kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya. 
c. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang 
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 
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Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia 
lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta 
tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang-
terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan 
tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" 
atau "semir" dalam jumlah tertentu. Jika permintaan ini 
dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka 
perbuatan panitia lelang ini sudah termasuk ke dalam 
katagori mercenary corruption. Bentuk "sogok" atau 
"semisal itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga 
dalam bentuk lain 
d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 
discretionaryyang dimaksudkan untuk mengejar tujuan 
kelompok. Contoh: Kasus skandal Watergateadalah contoh 
ideological corruption, di mana sejumlah individu memberikan 
komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada 
undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk 
mendukung pemenangan pemilihan umum dari partai politik 
tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.(;cvhsjbj 
 
Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae 
dalam Andi Hamzah (2006:4-6), kata korupsi berasal dari bahasa 
latinco/ruptfo atau corruptus (Webster Student Dictionary; I960), yang 
selanjutnya disebutkan bahwa coruptioitu berasal pula dari kata asal 
conrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari 
bahasaLatin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu 
corruption, corrupt; Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu 
corruptie (korruptie), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari 
bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu "korupsi". 
Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh 
Wijowasito (1999:128), corruptie yang juga disalin menjadi corruption 
dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. 
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 Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echols 
dan Hassan Shaddily (1977:149), berarti jahat atau busuk, sedangkan 
menurut A.I.N. Kramer ST (1997:62) mengartikan kata korupsi sebagai 
busuk, rusak, atau dapat disuap. 
 Dalam The Lexicon Webster Dictionarykata korupsi berarti: 
kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 
menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam The Lexicon 
Webster Dictionary:Corruption {Lcorruptio(n-)} The act of corruption or the 
state of being corrupt; futrefactive decomposition, pitrid mutter, moral 
perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest 
proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement as of 
a language; a debased form of a word(The lexicon 1978). (And! Hamzah, 
2006:5). 
 Kemudian art! korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan 
kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta 
(1976:524):"Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan 
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya". 
 Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi, akan tetapi di 
Malaysia tidak digunakan kata " korupsi” melainkan dipakai kata "resuah" 
yang tentunya berasal dari bahasa Arab "riswah" yang menurut kamus 




 Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 
1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi. 
 Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai pengertian dari 
'Tindak Pidana Korupsi" adalah semua ketentuan hukum materil yang 
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur 
di dalam I Pasal-Pasal 2. 3,4, 5,6, 7, 8( 9,10,11,12, 12A, 12B, 13,14,15, 
16,21, 22,23, dan 24. 
 Ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 
menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-
undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". 
 Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga di 
dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002:Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian 
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tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi 
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan. 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta 
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Telah secara jelas didefinisikan tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi di dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak 
pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,supervisi, 
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, bahkan lebih luas lagi pendefenisian tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi dengan adanya peran serta masyarakat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.4.2 Pidana seumur hidup dalam UU pemberantasan tindak pidana 
korupsi 
 Tidak jauh berbeda dengan sistem perumusan ancaman pidana 
seumur hidup dalam KUHP, ancaman pidana seumur hidup dalam 
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dirumuskan 
secara alternatif.Hanya saja, apabila perumusan ancaman pidana seumur 
hidup di dalam KUHP hanya dirumuskan secara alternatif, ancaman 
pidana seumur hidup dalam undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi selain dirumuskan secara alternatif juga dirumuskan 
secara alternatif kumulatif,Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK) mengatur PSH 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 
16 UUTPK. Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK dinyatakan bahwa: 
a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya din sendiri atau orang lain, atau suatu 
korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan din sendiri 
atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
Di dalam Pasal 15 UUTPK ditegaskan bahwa percobaan, 
pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dengan demikian percobaan, pembantuan 
atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan 
delik yang selesai, yang ancaman pidananya sama dengan jenis tindak 
pidana korupsi (Pasal 16 UUTPK). 
 Pasal 12 B ayat (2) UUTPK yang mengatur tentang "delik 
gratifikasi" mengancam PSH yang selengkapnya dikutip : Pidana bagi 
pegawai negeri atau penyeleggara negara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp, 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sistemperumusan sanksi pidana di 
dalam Pasal 12B ayat (2) UUTPK ini khusus terhadap PSH adalah 
"altematif, yakni altematif dari pidana penjara waktu tertentu (dinyatakan 
sebagai pidana singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun). 
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 Peluang pidana seumur hidup untuk dijatuhkan sebagai jenis 
sanksi pidana dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana 
korupsi cukup besar. Besarnya peluang tersebut paling tidak dikarenakan 
2 hal: 
a. Pertama, karena munculnya kelompok yang menentang 
penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam 
hukum pidana. Munculnya kelompok yang menentang 
penggunaan pidana mat! di Indonesia jelas akan semakin 
membuka peluang terhadap penggunaan pidana seumur hidup, 
mengingat dalam kebijakan perundang-undangan selama ini 
pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif dari pidana mati. 
Kedua, munculnya gagasan untuk merumuskan kebijakan 
tentang penundaan pidana mati. Dengan munculnya gagasan 
untuk merumuskan kebijakan tentang penundaan pidana mati, 
maka memfungsikan pidana seumur hidup sebagai "pidana 
pengganti" pidana mati seperti yang dirumuskan dalam 
perundang-undangan selama ini menjadi kurang relevan. 
b. Selain menjadi pidana pengganti pidana mati, pidana seumur 
hidup juga menjadi alternatif dari pidana selama waktu tertentu, 
yaitu pidana 20 tahun. Perumusan kebijakan seperti ini juga 








 Data dalam penyusunan karya tulis ini menggunakan metode 
hukum normatif, mendeskripsikan hukum, kemudian mencari 
pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum 
positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum in concreto untuk 
menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. 
 
3.2 Sumber Bahan 
Sumber Bahan yang dipakaiadalah data sekunder, yaitu dengan 
melakukan studi kepustakaan terhadap: 
a. Bahan hukum primer, yang merupakan instrument-instrument 
hukum nasional yang terdisir dari: Kitab undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 
Tahun 2001, dan instrument hukum nasional lainnya. 
b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-
tulisan, penelitian study kasus, dan artikel-artikel yang 
diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan 
karya tulis ini. 
c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik 
bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Merupakan bahan 
yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Bahan 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap 
bahan sekunder dan bahan tersier yang berkaitan dengan masalah pidana 
seumur hidup untuk tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan 
pemidanaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta 
mempelajari literature-literatur serta instrument-instrument hukum nasional 
yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. 
 
3.4  Analisis Bahan 
Bahan-bahan yang dikumpulkan bersifat deskriptif analisis, 
sehingga analisisnya dilakukan secara kualitatif baik terhadap bahan 
hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Bahan yang sudah 
dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk 
merumuskan kesimpulan. Kesimpulan yang akan diambil oleh penyusun 
adalah dengan metode induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat spesifik 








BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi 
1. Identitas Terdakwa 
 
Nama :  Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H 
Alamat :  Jl. Pancoran Indah III No 8 RT 009/RW 002 Kelurahan 
Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jak-Sel 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
4.2.1 Bahwa pemohon merupakan pihak/orang yang pernah di 
dakwa dan di tuntut dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
dan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tipikor Jakarta) yang 
mengadili pemohon selaku terdakwa berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
4.2.2 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Tanggal 30 
Juni 2014 Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST, 2 (dua) orang 
hakim mengajukan dissenting opinion (vide Putusan Pengadilan 
Tipikor Jakarta Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST). Dalam 
dissenting opinion tersebut pada pokoknya menyatakan beberapa 
hal berikut: 
 
- Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan mengadili TPPU yang 
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, bukan 
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mengadili tindak pidana yang di duga adalah tindak pidana 
korupsi; 
- Jika dasar penyitaan atau perampasan harta kekayaan 
Terdakwa hanya karena jumlah harta kekayaan Terdakwa tidak 
sesuai dengan profil Terdakwa, maka hal tersebut menimbulkan 
ketidakadilan bagi Terdakwa; 
- Apakah ketidakmampuan Terdakwa Membuktikan asal usul 
perolehan harta kekayaan dapat menjadi dasar untuk 
merampas harta kekayaan Terdakwa karena diduga juga 
diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, padahal Penuntut 
Umum sendiri tidak menyampaikan alat bukti untuk meng-
counter pembuktian yang dilakukan Terdakwa. 
 
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
 
Bahwa pemohon memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
menguji Pasal 2 ayat (2), pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 
69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 95 UU 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan 
bersifat final. 
 
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di 
Pengadilan 
Penjatuhan pidana penjara seumur hidup diterima, namun dengan 
sejumlah kritik. Menurut Modderman, mantan Menteri Kehakiman 
Belanda, pada prinsipnya pidana tersebut tidak akan efektif, tetapi karena 
takut pidana mati masuk kembali ke dalam sistem hukum pidana Belanda 
maka sanksi pidana berupa tindakan membuat terpidana tidak berdaya 
secara permanen ‘poenaproxima morti’ (pidana yang berada paling dekat 
dengan pidana mati) dicakupkan ke dalam Pasal 10 Strafrecht (KUHP 
Belanda). Namun demikian, di manapun dalam KUHP ditempatkan, 
pidana mati bukan sebagai pidana yang berdiri sendiri tetapi selalu 
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sebagai alternatif terhadap pidana penjara sementara waktu untuk 
selama-lamanya 20 tahun. Oleh karena itu, terkait dengan pidana badan, 
hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup 
atau yang sementara waktu selama-lamanya 20 tahun. J.J.M. van Dijk, 
dalam bukunya Actuele Criminologie, mengemukakan bahwa oleh banyak 
orang pidana penjara seumur hidup dianggap sebagai pidana yang tidak 
manusiawi karena sesungguhnya pidana tersebut merupakan pukulan 
terpidana dan dalam banyak kejadian justru menghancurkan. Dalam 
praktek pidana penjara seumur hidup di Belanda yang dijalani sampai 
yang bersangkutan meninggaldunia , hanyalah merupakan pengecualian 
dan penerapannya sangat dibatasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pidana penjara ialah 
seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya Pasal 12 ayat (4) 
KUHP menentukan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekalikali 
tidak boleh melebihi 20 tahun. Dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara 
seumur hidup adalah pidana penjara di mana terpidana harus 
menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jan Remmelink menyebutkan 
bahwa dalam artian 'juridikal' murni, seumur hidup akan berarti sepanjang 
hayat dikandung badan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pidana 
penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalankan sampai 
berakhirnya usia/ meninggalnya terpidana. ketentuan Pasal 12 KUHP 
sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup 
diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana 
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pada saat vonis dijatuhkan karena yang demikian berarti pidana seumur 
hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. 
Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan data perkara tindak 
pidana korupsi yang di adili di pengadilan negeri Makassar dalam kurung 
waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut :tabel.1d 
No. TAHUN JUMLAH KETERANGAN 
1. 2010 23 
PERKARA YANG  
MASUK PN.MKS 
2. 2011 67 
3. 2012 86 
4. 2013 119 
5. 2014 105 
JUMLAH 400 
Tabel : Berdasarkan hasil penelitian di PN Makassar 
Dalam hasil data hasil penelitian di ambil salah satu perkara secara 
secara acak (random sampling) untuk mengkaji putusannya dan 
perbedaan putusan ringan dan putusan seumur hidup untuk tindak pidana 
korupsi. 
Pada Putusan perkara dengan nomor register perkara 
46/PID.SUS/2014/PN.MKS dengan terdakwa Andi Ika Sahriana Dewi, 
S.Pd.  
Bahwa berdasarkan Primair:  Bahwa terdawa Andi Ika Sahriana 
Dewi, S.Pd selaku kepala Sekolah SMP Sanur berdasaran surat putusan 
Yayasan Sanur Makassar Nomor 23/YS/Sul-Sel/C.2007 Tanggal 03 Juli 
2007 Tanggal 03 Juli 2007 pada hari dan tanggal yang tidak dapat 
ditentukan  lagi dengan pasti antara bulan Oktober tahun 2010 sampai 
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dengan bulan desember tahun 2013, atau setidak-tidaknya waktu pada 
tahun 2010 sampai tahun 2013 bertempat di SMP Sanur desa Sombala 
se[erti yang disebutkan di dalam primair tersebut bahwa pengadilan 
Negeri Makassar yang berwenang yang berwenang memeriksa dan 
memutusa perkara tersebut, melakukan beberapa perbuatan. Meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Dan selanjutnya dibahas bahwa dengan melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yaitu dengan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 
Dinyatakan pula dalam pertimbangan putusannya bahwa dari 
keterangan saksi saksi dan di hubungkan dengan barang bukti majelis 
hakim berkesimpulan di dalam pertimbangannya bahwa unsur di lakukan 
secara berturut-turut (Perbuatan berlanjut) telah terpenuhi dan terbukti ; 
menimbang, oleh karena ketentuan pasal 3 UU R.I No.31 Tahun 1991 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang R.I No.20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tentang pidana denda 
kumulatif dengan pidana badan, maka menurut hemat majelis hakim, 
maka penjatuhan pidana denda cukup adil dan patut di jatuhkan kepada 
terdakwa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusannya. 
Dan bedasarkan amar putusan tersebut menimbang pasal 18 UU R.I 
Tahun 1999 Sebagaimana telah dibubah dengan UU R.I No.20 Tahun 
2001. Dan terdawa di kenakan pidana tambahan berupa perampasan 
38 
 
barang bergerak baik berwujud maupun tak berwujud, pembayaran uang 
pengganti, penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan selama satu 
tahun, pencabutan seluruh atau sebahagian hak tertentu. Dan 
menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun. Hal 
yang meringankan Dalam amar putusan perkara tersebut karena yang 
pertama terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam 
memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa 
mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa 
belum pernah di hukum.  
Di samping hasil penelitian yang diajukan diatas dilakukan pula 
wawancara terhadap salah satu hakim pengadilan negeri Makassar atas 
nama Abdul Razak, SH. MH Pada tanggal 17 February 2015 yang 
menyatakan bahwa penerapan pidana penjara seumur hidup memang 
efektif dilakukan untuk menekan angka korupsi tetapi di satu sisi hal ini 
tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam semua putusan perkara 
korupsi dikarenakan dapat mencederai sendi-sendi keadilan dari hukum 
itu sendiri dengan adanya pemahaman tentang Hak asasi manusia, 
pidana penjara seumur hidup boleh dilakukan jika pertimbangan 
hukumnya sangat menitik beratkan pada pelanggaran hukum yang 
diperbuat oleh terdakwa itu dilakukan dalam keadaan tertentu maka 
pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan. contohnya dalam kasus 
akil mochtar yang dalam pertimbangan putusannya menerangkan posisi 
akil mochtar sebagai pejabat institusi Negara yang sangat strategis yaitu 
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sebagai ketua mahkamah konstitusi dan perbuatan melawan hukum yang 
telah dilakukannya mencoreng nama baik intitusi Negara lainnya. 
Bahwa dalam Tuntutan Menyatakan bahwa Terdakwa M. AKIL 
MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
bersalah : (1.1) Bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan 
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam 
Dakwaan Kesatu ; dan (1.2) Telah melakukan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 
Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Kedua ; dan 
(1.3) Selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yang 
telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 
kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang 
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 
hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam 
Dakwaan Ketiga alternatif Kedua ; dan (1.4) Selaku Pegawai Negeri atau 
selaku Penyelenggara Negara yang telah melakukan beberapa perbuatan 
yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau 
janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya 
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 
hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 
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Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) 
KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Keempat ; dan (1.5) Telah 
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, 
mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana 
sebagaimana dalam Dakwaan Kelima ;dan (1.6) Telah melakukan 
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa 
perbuatanyang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa 
keuangan dan membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu 
tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun 
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atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 
2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana 
sebagaimana dalam Dakwaan Keenam. Menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa M. AKIL MOCHTAR berupa pidana penjara Seumur Hidup dan 
ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.10.000. 000.000.-(sepuluh 
miliar rupiah);  
Pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih pada 
pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum. Menyatakan 
barang bukti : "sebagaimana termuat dalam berkas Tuntutan" Menetapkan 
agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah); 
Menyatakan bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTARtelah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak 
pidana : (1.1) Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, KECUALI SEPANJANG 
PERBUATAN MENYANGKUT PENERIMAAN JANJI ATAU UANG YANG 
BERKAITAN DENGAN PERKARA KEBERATAN HASIL PILKADA 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH; (1.2) Korupsi sebagaimana dalam 
dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-
undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 65 ayat 
(1) KUHPidana; (1.3) Korupsi sebagaimana dalam dakwaan ketiga 
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 65 ayat (1) 
KUHPidana. (1.4) Korupsi sebagaimana dalam dakwaan keempat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 65 ayat (1) 
KUHPidana; (1.5) Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam 
dakwaan kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI 
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Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto 
Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.; (1.6) Tindak pidana Pencucian Uang 
sebagaimana dalam dakwaan keenam sebagaimana diatur dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; 
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AKIL MOCHTAR 
tersebut diatasberupa pidana penjara selama seumur hidup; 
Menyatakan barang bukti: "sebagaimana dalam amar 
putusan"Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menetapkan agar Terdakwa M. AKIL MOCHTAR membayar biaya 
perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 
Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa bahan pustaka 
Barat jarang sekali membicarakan adanya korupsi di kejaksaan atau 
kantor penuntut umum (public prosecutor) ataupun pada pengadilan atau 
pada para hakim. Oleh karena itu, ketika seorang hakim, yang seharusnya 
sebagai orang yang menegakkan hukum dan keadilan melakukan tindak 
pidana korupsi, sudah selayaknya mendapat sanksi pidana yang berat. 
Demikian pula dalam kasus mantan ketua MK, Akil Mochtar. Meskipun 
banyak pihak yang memberikan apresiasi terhadap vonis Akil, vonis 
tersebut masih dinilai kurang. Peneliti Indonesia Legal Roundtable, Erwin 
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Natosmal Oemar, berharap meskipun telah dijatuhi pidana penjara seumur 
hidup, majelis hakim seharusnya tetap menjatuhkan denda sebagai upaya 
pemiskinan koruptor. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 
pengamat atas dasar tindak pidana pencucian uang, seharusnya majelis 
hakim menjatuhkan vonis perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan menilai bahwa 
seorang yang divonis seumur hidup sedianya tidak lagi dijatuhi hukuman 
denda karena pidana tersebut sudah maksimal. Hal ini sama seperti orang 
yang dihukum mati, tidak boleh lagi dikenai pidana pokok yang lain seperti 
pidana denda namun pidana tambahan berupa penyitaan aset terdakwa 
masih dapat dilakukan. Pengaturan sanksi pidana penjara seumur hidup 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana 
Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, dan 
Pasal 12 B ayat (2). Ketiga pasal tersebut mencantumkan sanksi pidana 
yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda). Pasal 12 
misalnya, menentukan antara lain bahwa hakim yang menerima hadiah 
atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 
kepadanya untuk diadili, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
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rupiah). Dengan demikian jika terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim 
menjatuhkan vonis sanksi pidana maka sanksi pidana harus bersifat 
kumulatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam 
waktu tertentu yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda.  Dengan demikian, 
berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dalam kasus Akil Mochtar 
seharusnya hakim selain menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur 
hidup juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda. Dalam kasus Akil, 
faktor yang memberatkan hingga membuatnya dijatuhi sanksi pidana 
maksimal adalah jabatannya sebagai hakim tertinggi yang memiliki 
kekuasaan besar menentukan nasib negeri ini. Akil sebagai pucuk 
pimpinan MK seharusnya dapat menjadi benteng terakhir penegakan 
hukum. Dalam praktek vonis pidana 20 tahun penjara pernah dijatuhkan 
Pengadilan Tipikor Jakarta Terhadap kasus Jaksa Urip Tri Gunawan pada 
4 September 2008. Vonis terhadap Urip yang didakwa menerima suap 
terkait pengurusan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini lebih 
berat daripada tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun penjara. Putusan terhadap 
Urip dikuatkan Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung, yaitu pidana 
penjara 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah subsidair 8 bulan. Pidana 
penjara seumur hidup pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri 
Balikpapan, yang diketuai oleh Sof Larosa, dalam perkara korupsi yang 
dilakukan mantan Kepala Dolog Kalimantan Timur, Budiadji, tahun 1977. 
Saat itu, Budiadji yang dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa Sugiarto 
dinyatakan melakukan tindak pidana subversi menyelewengkan uang 
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hasil penjualan beras Dolog Kaltim. Budiadji yang saat itu dinyatakan 
korupsi Rp7,607 miliar tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. 
Penjatuhan pidana terhadap terpidana sebagai obat terakhir 
(ultimatum remidium) yang oleh sebagian orang dianggap mampu 
memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan 
kejahatan, nampaknyapatut diragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan 
pengkajian ulang terhadap sistem pemidanaan yang selama ini 
dipergunakan, apakah sudah memadai atau tidak. 
Oleh sebab itu pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan 
pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu 
membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu 
persoalan penjatuhan pidana terhadap terpidana bukan sekedar masalah 
berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau 
tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan 
struktural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  
Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pemidanaan adalah: menjerakan penjahat, membinasakan atau 
membuat tak berdaya lagi si penjahat, dan memperbaiki pribadi si 
penjahat seumur hidup. Pertama, pidana penjara seumur hidup adalah 
pidana penjara Pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan pidana penjara 
seumur hidup terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil 
Mochtar. Dalam vonis, hakim menyatakan Akil terbukti menerima suap 
dalam 14 sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), kecuali 
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pemilukada Lampung Selatan. Hakim menjatuhkan pidana berat, seumur 
hidup, sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun, hakim menolak tuntutan 
jaksa untuk mencabut hak politik Akil, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk 
memilih. Vonis penjara seumur hidup kepada Akil mendapat apresiasi 
banyak kalangan. Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch. 
(ICW), Emerson Yuntho, berpendapat bahwaPengadilan Tipikor 
menorehkan catatanamat baik dalam sejarah pemberantasankorupsi 
dengan menjatuhkan vonis penjaraseumur hidup kepada Akil. Dengan 
demikian, masyarakat akan optimistis terhadap upayapemberantasan 
korupsi. Efek lainnya ialahmenimbulkan ketakutan kuat pada 
setiappejabat negara yang akan melakukan tindakpidana korupsi. Juru 
bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK mengapresiasiputusan 
terhadap Akil Mochtar. MenurutJohan, putusan ini dapat menjadi sinyal 
bagi para calon pelaku korupsi untuk tidak melakukan korupsi. 
Selanjutnya Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menambahkan bahwa  
vonis terhadap Akil sekaligus membawa pesan moral kepada para 
penegak hukum yang menangani perkara sengketa pemilukada agar bisa 
menjaga integritas dalam menangani kasus sengketa pemilukada. Saya 
menilai putusan penjara seumur hidup kepada Akil terlalu berat. Ada 
empat alasan yang mendasari pendapatnya tersebut. Pertama, suap yang 
diberikan kepada Akil tidak memengaruhi putusan panel hakim MK atas 
pemilukada di sejumlah daerah. Ada tidaknya pemberian uang kepada 
Akil tidak mengubah siapa yang menang dalam pemilukada yang 
sengketanya ditangani Akil dan hakim konstitusi lain. Kedua, hakim 
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sedianya mempertimbangkan jasa Akil kepada negara, yaitu sebagai 
ketua MK ataupun anggota DPR sebagai halhal yang meringankan bagi 
Akil. Ketiga, hakim perlu mempertimbangkan bahwa perbuatan ini tidak 
dilakukan sendirian oleh Akil, ada penerima suap dan ada pemberi suap. 
Keempat, vonis seumur hidup kepada Akil justru mengakibatkan Akil tidak 
dapat lagi dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana lain 
yang diduga dilakukannya. Salah satunya tentang Akil sebagai tersangka 
atas dugaan kepemilikan ganja dan metamfetamine. Terdapat beberapa 
pendapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan hakim yang lama 
pidananya bergantung pada usia terpidana. Kedua, pidana penjara 
seumur hidup adalah pidana penjara yang dijatuhkan dan dijalani selama 
terpidana hidup (sampai terpidana meninggal). Selain itu, terdapat 
perbedaan pendapat perlu tidaknya pidana denda bagi terpidana yang 
dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam hal ini, Akil dinilai lolos dari 
vonis pemiskinan harta yang berasal dari korupsi. Putusan majelis hakim 
tipikor memerintahkan KPK untuk mengembalikan sejumlah uang dari aset 







Telah diletakkan komitmen membangun masa depan dengan 
pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagai bagian atau 
esensi hak untuk hidup, oleh karenanya doktrin penghormatan atas 
kehidupan dan martabat manusia adalah merupakan pedoman bagi 
Negara untuk memanusiakan manusia dalam masyarakat Indonesia. 
Pidana seumur hidup untuk tindak pidana korupsi signifikan terhadap 
tujuan pemidanaan karena secara filosofis pemidanaan di Indonesia 
lebih dititik berat kan pada usah arehabilitasi dan terintegrasi sosial 
bagi pelaku tindak pidana. 
1. Tujuan pemidanaan terhadap terpidana adalah untuk 
mempertahankan tata tertib dalam masyaraka dan menjerakan 
penjahat atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan untuk 
memperbaiki pribadi si penjahat agar menginsafi atau tidak 
mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, 
pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari 
pidana mati dan selalu di alternatifkan dengan pidana penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun. Sebagai alternatif pidana mati, 
pidana seumur hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidair 
yaitu sebagai pengganti (alternatif) untuk delik-delik yang diancam 
dengan maksimum pidana mati. Pidana seumur hidup merupakan 
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jenis sanksi pidana yang dapatdipilih untuk penjatuhannya. 
2. Vonis hakim merupakan simbol dari dianutnya asas supremasi 
hukum dan penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. 
Vonis hakim yang berat seperti penjatuhan sanksi pidana penjara 
seumur hidup diharapkan dapat menciptakan efek jera. Di samping 
itu, vonis ini sekaligus mencegah pihak lain untuk melakukan tindak 
pidana serupa karena pada dasarnya sanksi pidana juga 
mengandung fungsi pencegahan secara umum. Sanksi pidana 
yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana 
tertentu melainkan juga berkaitan dengan tertentu dari seorang 
pejabat atau aparat penegak hukum dapat dipandang cukup 
beralasan untuk mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup 
bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagaimana 
ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus 
menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan 
sanksi pidana penjara seumur hidup telah tepat digunakan. 
 
B.  Saran 
Agar penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat memberikan 
dampak positif terhadap terpidana maupun masyarakat, maka diharapkan 
selama berada di lembaga pemasyarakatan para narapidana 
mendapatkan pembinaan yang baik agar menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif dapat 
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berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pembentukan KUHP 
Nasional yang akan datang, pidana seumur hidup masih sangat relevan 
untuk dipertahankan sebagai pengganti dari pidana mati dan pidana 
penjara sementara paling lama dua puluh tahun, namun bagi terpidana 
seumur hidup yang telah menjalani pidana lebih dari sepuluh tahun 
supaya permohonan grasi kepada Presiden dapat diterima supaya boleh 
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